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ABSTRAK 
 
 

Yogyakarta merupakan daerah otonom setingkat dengan provinsi yang 
memeiliki berbagai  potensi dengan  menjunjung tinggi nilai-nilai sejarah, budaya, 
pendidikan, dan estetika. Sangat disayangkan apabila nilai-nilai  tersebut tidak 
dijaga dengan baik oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab dengan  
memanfaatkan ruang publik sebagai media untuk melakukan perbuatan merusak 
(vandalisme). Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 18 Tahun 2002 tentang 
Pengelolaan Kebersihan merupakan produk hukum pemerintah kota sebagai 
wujud dari komitmen pemerintah dalam mengembalikan dan menciptakan tata 
ruang lingkup Kota Yogyakarta sebagai kota istimewa. Adapun yang menjadi 
rumusan masalah adalah Apakah vandalisme yang dilakukan oleh anak di bawah 
umur dapat dikenai sanksi pidana? Dan, Apakah pelaksanaan di lapangan sudah 
sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 18 Tahun 2002 tentang 
Pengelolaan Kebersihan? 

. 
Untuk mengetahui permasalahan tersebut maka penyusun dalam 

melaksanakan penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research), 
yaitu peneliti dapat langsung menemui Kantor Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta. 
Untuk mendapatkan data yang valid dalam penelitian ini, penyusun menggunakan 
beberapa metodologi yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode yang 
digunakan adalah yuridis empiris sehingga dapat menganalisis rumusan masalah 
yang sudah ditemukan.  

 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pidana yang sudah ditetapkan 

dalam peraturan perundang-undangan belum bisa diberlakukan terhadap anak di 
bawah umur karena dalam proses penanganannya belum adanya penyidik khusus 
anak. Pelaksanaan di lapangan dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 18 
Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan berkaitan dengan tindak pidana 
vandalisme yang dilakukan oleh anak di bawah umur adalah kurang sesuai, karena 
belum adanya Penyidik Anak di dalam Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta yang 
menangani secara khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.  
 
 
Kata Kunci: Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 18 Tahun 2002, Tindak 

Pidana, Vandalisme, Anak di Bawah Umur.  
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“Untuk mencapai kesuksesan, keberanianmu harus lebih besar 

daripada ketakutanmu” 
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Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan 

(Q.S. Al-Insyirah ayat 5) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Daerah Istimewa Yogyakarta atau biasa disingkat dengan DIY adalah 

salah satu daerah otonom setingkat propinsi yang ada di Indonesia.1 Yogyakarta 

adalah sebuah kota dengan berbagai sebutan, baik dari sejarah maupun potensi 

yang ada, seperti sebagai kota kebudayaan, kota perjuangan, kota pelajar, dan 

kota pariwisata. Dengan keindahannya, Yogyakarta telah menarik perhatian 

banyak wisatawan dari berbagai penjuru mulai dari wisatawan nasional  hingga 

wisatawan asing atau mancanegara.  Dengan adanya berbagai macam bentuk 

potensi ini, pemerintah kota Yogyakarta telah berusaha dan berupaya untuk 

menjaga, mengelola, melestarikan serta mengembangkan potensi tersebut di 

setiap sudut kota demi menciptakan kenyamanan bagi wisatawan asing yang 

juga dirasakan oleh masyarakat setempat.  

Sangat disayangkan apabila keindahan yang dimiliki oleh kota 

Yogyakarta ini tidak dijaga dengan baik. Aksi pencemaran dan perusakan 

lingkungan yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab ini 

sudah lama meresahkan masyarakat setempat. Berbagai bentuk perusakan 

                                                           
1 http://www.kemendagri.go.id  Profil Daerah Provinsi Di Yogyakarta  diakses  pada tanggal 

14 Februari 2015 pukul 21.24 WIB 
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lingkungan akan berdampak pula pada penurunan kualitas lingkungan, yang 

pada akhirnya akan dirasakan akibatnya oleh manusia itu sendiri. 

Kota sebagai hunian yang mempresentasikan sebuah hubungan sosial 

yang mengharuskan manusia berpikir tentang dunia melalui lingkungan yang 

terbangun. Permasalahan kota dalam hal visualisasi representasi kota sebagai 

tempat yang bersih, sehat, tidak mengganggu pemandangan, rapi dan tertata 

menjadikan kota memiliki identitas ruang yang tidak bisa dipungkiri dan kokoh. 

Pribadi kota seperti inilah yang menjadikan sekelompok orang yang menyebut 

dirinya sebagai pekerja seni (seniman) liar mengembangkan daya imajinasinya 

dalam sebuah ruang yang bernama ruang publik. Sementara ruang publik sendiri 

diakui sebagai bagian dari identitas kota yang harus memenuhi standar sebagai 

kota yang bersih dan tertata dari tangan-tangan manusia yang ingin merusak.2 

Juergen Habermas menyebut ruang publik sebagai ruang yang digunakan 

secara individu dan secara prinsip dalam menggulirkan wacana sehingga mampu 

melahirkan debat umum. Ruang ini tidak terbatas pada lingkup ruang tertutup 

namun juga ruang terbuka yang seharusnya dilindungi oleh negara agar dipakai 

secara meluas. Ruang publik belakangan menjadi pudar ketika ruang tersebut 

dihadapkan pada perkembangan kapitalisme yang mengarah kepada monopoli 

dan penguatan negara. Dalam perkembangan seni publik, hampir tidak ada ruang 

publik yang mampu mewadahi seniman dalam menggulirkan wacana mereka. 

                                                           
2 Nana Rosita Sari, “Efisiensi Penindakan Aksi Vandalisme Terhadap Ruang Publik Di Kota 

Surakarta”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010 
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Coretan di dinding merefleksikan bagaimana seseorang menuangkan keresahan 

hatinya lewat aksi coret-coret pada dinding. Si pembuat coretan ingin 

menyampaikan gagasannya lewat ruang publik, atau karena dorongan eksistensi 

si pencoret yang ingin tampil tanpa pesan sedikitpun.3 Perbuatan yang dapat 

dikatakan sebagai Vandalisme tersebut sering dilakukan oleh orang-orang 

dewasa akan tetapi juga banyak dilakukan oleh anak-anak yang masih di bawah 

umur dengan melalui hasrat secara emosional untuk melampiaskan aksi tersebut. 

Kenakalan anak sering disebut dengan “juvenile delinquency”, yang 

diartikan dengan anak cacat sosial. Romli Atmasasmita mengatakan bahwa 

delinquency adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang 

anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang 

berlaku di suatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta 

ditafsirkan sebagai perbuatan tercela.4 

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 menentukan bahwa 

Anak Nakal adalah: 

1. Anak yang melakukan tindak pidana; 

2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak; yang 

dimaksud dengan perbuatan dilarang bagi anak adalah baik menurut 

peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang 
                                                           

3 Ibid. 
 

4 Menurut Romli Atmasasmita dalam bukunya Maidin Gultom yang berjudul Perlindungan 
Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, (Bandung: Refika 
Aditama, 2008), hlm. 55. 
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hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.5 Akan tetapi 

Undang-Undang ini telah diganti dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 

2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai perubahan atas 

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak. 

Telah diatur dalam pasal 16 huruf (c) Peraturan Daerah No. 18 Tahun 

2002 Tentang Pengelolaan Kebersihan berkaitan dengan vandalisme yang 

menjelaskan tentang hal-hal yang dilarang, yakni: Mengotori dan atau merusak 

pohon perindang, tanaman, bangunan dan fasilitas umum. Dengan ketentuan 

pidana yang terdapat pada pasal 17 ayat (1), yakni:  Barang siapa melanggar 

ketentuan dimaksud Pasal 11 ayat (2) huruf d, Pasal 12, 14 dan 16 Peraturan 

Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan 

atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).6 

Sejauh ini, Peran Pemerintah Kota seperti Dinas Ketertiban Kota 

Yogyakarta telah berusaha memberantas aksi tindak pidana vandalisme dengan 

mengadakan operasi rutin yang diadakan pada saat malam hari tanpa 

sepengetahuan masyarakat setempat. Akan tetapi banyak kendala yang dihadapi 

oleh pemerintah kota salah satu contoh dengan sulitnya menangkap pelaku 

vandalisme karena disisi lain aksi tersebut dapat dengan cepat dilakukan oleh 

                                                           
5 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di 

Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 57 
6 Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Kebersihan. 
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pelaku yang kemudian pergi meninggalkan tempat dimana aksi tersebut 

dilakukan.7  

Salah satu upaya yang dilakukan penegak hukum  seperti dari Dinas 

Ketertiban Kota dalam melakukan operasi pelaku vandalisme yang diberitakan 

oleh media online pada tanggal 4 Juni 2014 telah membuahkan hasil. Dengan 

tertangkapnya 19 pelaku  vandalisme pada tanggal 18 sampai dengan 20 Mei 

2014 diantaranya 17 pelaku tersebut adalah anak-anak yang masih dibawah umur 

dan dua pelaku sisanya adalah orang dewasa.8 Akan tetapi, dalam kasus tersebut 

juga ada dua pelaku berusia di atas 17 tahun yang ditangkap dan diproses hingga 

ke ranah peredilan dan dikenakan tindak pidana ringan (tipiring). Sedangkan 17 

lainnya yang masih di bawah umur mendapatkan pembinaan dari Dinas 

Ketertiban Kota Yogyakarta. 

Meski hingga saat ini beberapa pihak aparat penegak hukum seperti 

Dinas Ketertiban Kota selaku Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Satuan 

Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta dari pihak Kepolisian telah berupaya 

memberantas pelaku tindak pidana vandalisme, akan tetapi masih banyak hal 

yang dirasa sangat sulit dalam memberantas pelaku vandalisme. Dengan 

demikian penyusun tertarik mengambil judul penelitian PELAKSANAAN 

PERATURAN DARTAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 18 TAHUN 

                                                           
7 Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Operasional yaitu Bapak Bayu di Dinas Ketertiban 

Yogyakarta pada tanggal 10 Februari 2015. 
8 http://jogja.tribunnews.com, Dintib Tangkap Pelaku Vandalisme, diakses pada 14 Februari 

2015 pukul 13.15 WIB. 
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2002 TENTANG PENGELOLAAN KEBERSIHAN TERHADAP TINDAK 

PIDANA VANDALISME YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH 

UMUR. 
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B. Rumusan Masalah 

Dengan dipaparkannya latar belakang masalah tersebut di atas, maka 

penulis merumuskan pokok-pokok permasalahan yang akan diuraikan sebagai 

pedoman untuk penelitian selanjutnya, yaitu: 

1. Apakah vandalisme yang dilakukan oleh anak di bawah umur dapat dikenai 

sanksi pidana? 

2. Apakah pelaksanaan di lapangan sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota 

Yogyakarta No. 18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah yang diuraikan tersebut diatas, tujuan yang ingin 

dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dapat atau tidaknya vandalisme yang dilakukan oleh anak 

di bawah umur dikenai sanksi pidana. 

2. Untuk mengetahui sudah sesuai atau tidaknya pelaksanaan Peraturan Daerah 

Kota Yogyakarta No. 18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diambil dari rumusan permasalahan tersebut 

di atas yang sejalan dengan tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Secara teoritis, penyusun berharap agar karya tulis ini dapat bermanfaat 

dengan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum 
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pidana di Indonesia pada umumnya, khususnya mengenai Tindak Pidana 

Vandalisme. 

2. Secara Praktis, diharapkan dapat memberi wawasan bagi penyusun dan 

sebagai bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum seperti Dinas 

Ketertiban Kota Yogyakarta selaku Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 

khususnya dalam upaya memberantas pelaku tindak pidana vandalisme yang 

dilakukan oleh anak di bawah umur. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

Telaah pustaka merupakan sebuah penelitian yang dikembangkan dari 

penelitian yang sebelumnya untuk menghindari duplikasi yang berkaitan dengan 

tema penelitian. Agar penelitian ini lebih fokus dan terarah maka perlu 

dilakukannya telaah pustaka dengan menggunakan beberapa literatur hasil 

penelitian yang mempunyai tema hampir sama terkait dengan “Pelaksanaan 

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2002 Tentang 

Pengelolaan Kebersihan Terhadap Tindak Pidana Vandalisme Yang 

Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur”. 

Skripsi Masruri “Vandalisme Perspektif Hukum Pidana Islam”9 mengkaji 

tentang kebijakan syariat Islam dalam menghadapi persoalan vandalisme serta 

metode penelitian yang digunakan yaitul library research. Berbeda dengan 

                                                           
9 Masruri, “Vandalisme Perspektif Hukum Pidana Islam”, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum 

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007. 
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skripsi yang akan disusun, lebih menekankan pada hukum positif dan meninjau 

bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 18 tahun 2002 

tentang Pengelolaan Kebersihan terhadap pelaku tindak pidana vandalisme yang 

dilakukan oleh anak di bawah umur serta penelitian ini menggunakan metode 

field research yaitu penelitian langsung di lapangan. 

Skripsi Nana Rosita Sari “Efisiensi Penindakan Aksi Vandalisme 

Terhadap Ruang Publik Di Kota Surakarta”10 mengkaji tentang upaya Satuan 

Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surakarta dalam menindak aksi 

vandalisme terhadap ruang publik di Kota Surakarta serta untuk mengetahui 

secara jelas apakah peraturan perundang-undangan mengenai vandalisme dapat 

mencegah aksi vandalisme di Kota Surakarta. Berbeda dengan skripsi yang akan 

disusun yaitu tentang Peraturan Daerah yang mengatur tindak pidana vandalisme 

dan lebih menekankan pada perbuatan tersebut yang dilakukan oleh anak di 

bawah umur. 

Tesis Hartono “Kebijakan Penyidikan Tindak Pidana Anak Di 

Polwiltabes Semarang”11 mengkaji tentang pelaksanaan penyidikan terhadap 

tindak pidana yang dilakukan anak, faktor-faktor yang menyebabkan munculnya 

problematika penyidikan tindak pidana anak serta kebijakan yang seharusnya 

ditempuh oleh Polwiltabes Semarang dalam mengatasi problematika penyidikan 

                                                           
10 Nana Rosita Sari “Efisiensi Penindakan Aksi Vandalisme Terhadap Ruang Publik Di Kota 

Surakarta”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010. 
 
11

 Hartono, “Kebijakan Penyidikan Tindak Pidana Anak Di Polwiltabes Semarang”, Tesis, 
Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2009. 



10 
 

tindak pidana anak. Hampir sama dengan skripsi yang akan disusun, yaitu 

berkaitan dengan tindak pidana anak akan tetapi jika dilihat dari sisi 

perbedaannya tesis tersebut lebih spesifik pada kebijakan penyidikan yang 

dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya Polwiltabes Semarang. 

Sedangkan skripsi yang akan disusun lebih spesifik pada pelaksanaan Peraturan 

Daerah Kota Yogyakarta No. 18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan 

serta jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak yaitu vandalisme. 

 

F. Kerangka Teoretik 

1. Tindak Pidana Vandalisme 

Dasar hukum tindak pidana vandalisme telah diatur di dalam 

peraturan perundang-undangan, baik di dalam KUHP maupun Peraturan 

Daerah dengan ketentuan pidana berupa sanksi yang berbeda. Pada Pasal 406 

ayat (1) menyebutkan, bahwa: barang siapa dengan sengaja dan melawan 

hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau 

menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah 

kepunyaan orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun 

delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”12 Sebagaimana 

tindak pidana vandalisme juga telah diatur di dalam Perda No. 18 Tahun 

                                                           
12 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 
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2002 Tentang Pengelolaan Kebersihan  pada Pasal 16 huruf (c) dengan 

ketentuan pidananya pada Pasal 17 ayat (1). 

 

2. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari 

istilah The Juvenile Justice Sistem, yaitu suatu istilah yang digunakan searti 

dengan jumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi 

polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, 

pusat-pusat penahanan anak dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.13 

Dalam konteks sistem peradilan pidana anak, Sudarto 

mengemukakan, bahwa di dalam peradilan anak terdapat aktivitas 

pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak, 

yaitu segala aktivitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat 

lain, harus didasarkan pada suatu prinsip ialah demi kesejahteraan anak dan 

kepentingan anak.14 

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, menjelaskan 

bahwa: “Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses 

penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap 

penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.” 

                                                           
13 Setya Wahyudi, Implementasi Ide Diversi (Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak 

di Indonesia), (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 15. 
 
14 Ibid, hlm. 16. 
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Kemudian dilanjutkan pada pasal 1 ayat (2), bahwa: “Anak yang Berhadapan 

dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang 

menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.” 

Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa: “Anak yang Berkonflik dengan Hukum 

yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua 

belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga 

melakukan tindak pidana.”15 Artinya, bahwa yang dimaksud dengan anak di 

bawah umur yang melakukan tindak pidana yaitu anak yang telah berusia 12 

tahun dan sebelum berusia 18 tahun. 

Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak 

(politik kriminal anak) saat ini melalui penyelenggaraan sistem peradilan 

anak (Juvenile Justice). Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan anak  tidak 

semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang 

melakukan tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran 

bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan 

kesejahteraan anak pelaku tindak pidana. 16 

Menurut pendapat Abintoro Prakoso, secara Internasional 

dikehendaki bahwa tujuan penyelenggaraan sistem peradilan anak, 

mengutamakan pada tujuan untuk kesejahteraan anak. Peraturan Perserikatan 
                                                           

15 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. 
 
16 Nurkumala Hijria, “Tinjauan Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Pidana Penjara Terhadap 

Anak Nakal (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 78/Pid.B/2010/PN.YK)”, Tesis, 
Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2014, hlm. 2. 
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Bangsa-Bangsa dalam United Nations Standard Minimum Rules For the 

Administration of Juvenile Justice (SMR-JJ) atau The Beijing Rules, 

menegaskan bahwa tujuan peradilan anak (Aims of Juvenile Justice), sebagai 

berikut: “The Juvenile Justice System shall emphasize wel-being of the 

juvenile ang shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall always 

be in proportion to the circumstances of both the offender and offence.” 

(Sistem Peradilan Pidana bagi anak/remaja akan mengutamakan 

kesejahteraan remaja dan akan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap 

pelanggar-pelanggar hukum berusia remaja akan selalu sepadan dengan 

keadaan-keadaan baik pada pelanggar-pelanggar hukumnya maupun 

pelanggaran hukumnya).17 

 

3. Penegakan Hukum 

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya 

atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman 

perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan 

hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan 

sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau 

sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua 

subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan 

                                                           
17 Ibid, hlm. 3. 
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aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan 

mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia 

menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi 

subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur 

penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu 

aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan 

tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu 

diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.18 

Penegakan hukum dalam bahasa Inggris disebut law enforcement, 

bahasa Belanda disebut rechtshandhaving. Pengertian penegakan hukum 

dalam terminologi bahasa Indonesia selalu mengarah kepada Force, sehingga 

timbul kesan di masyarakat bahwa penegakan hukum bersangkut paut 

dengan sanksi pidana. Hal ini berkaitan pula dengan seringnya masyarakat 

menyebut penegak hukum itu dengan polisi, jaksa dan hakim. Padahal, 

pejabat administrasi (birokrasi) sebenarnya juga bertindak selaku penegak 

hukum. Penegakan hukum yang dilakukan oleh birokrasi (pejabat 

administrasi) berupa penegakan yang bersifat “pencegahan”, (preventif) yang 

dilakukan dengan melakukan penyuluhan atau sosialisasi suatu peraturan 

                                                           
18 www.jimly.com., “Penegakan Hukum”, Jurnal Hukum. Diakses pada 15 Februari 2015 pukul 

20:30 WIB. 
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perundang-undangan yang berasal dari pusat maupun peraturan yang dibuat 

daerah.19 

Penegakan hukum pidana merupakan ultimum remedium atau upaya 

hukum terakhir karena tujuannya adalah untuk menghukum pelaku dengan 

hukuman penjara atau denda. Jadi penegakan hukum pidana tidak berfungsi 

untuk memperbaiki lingkungan yang tercemar. Akan tetapi, penegakkan 

hukum pidana ini dapat menimbulkan faktor penjera (deterrant factor) yang 

sangat efektif. Oleh karena itu, dalam praktiknya penegakkan hukum pidana 

selalu diterapkan secara selektif.20 

Penjatuhan sanksi pidana terhadap pencemar dan perusak lingkungan 

hidup dari sisi hubungan antara negara dan masyarakat adalah sangat 

diperlukan karena tujuannya adalah untuk menyelamatkan masyarakat 

(social defence) dan lingkungan hidup dari perbuatan yang dilarang 

(verboden) dan perbuatan yang diharuskan atau kewajiban (geboden) yang 

dilakukan oleh para pelaku pembangunan. Secara khusus penghukuman 

dimaksud bertujuan untuk: 

1. Mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidak dikehendaki 

atau perbuatan yang salah; dan 

                                                           
19 Supriadi, Hukum Lingkungan di Indonesia Sebuah Pengantar, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 

hlm. 267. 
 
20 Sukanda Husin, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 

121. 
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2. Mengenakan penderitaan atau pembalasan yang layak kepada si 

pelanggar.21 

Penegakan hukum lingkungan kepidanaan tidak lain adalah penegakan 

terhadap ketentuan-ketentuan pidana dari hukum lingkungan (strafrechtelijk 

milieurecht). Substansi, wewenang kelembagaan, dan prosedur yang 

digunakan secara umum tunduk pada ketentuan hukum lingkungan, kecuali 

jika hal itubelum diatur secara khusus. Dalam hal demikian, maka yang 

digunakan adalah ketentuan yang berlaku dalam hukum pidana pada 

umumnya, misalnya mengenai lembaga peradilan, personil, dan hukum acara 

yang berlaku.22 

 

G. Metode Penelitian 

Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”, 

namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan, dengan kemungkinan-

kemungkinan, sebagai berikut:23 

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian, 

2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, 

3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur. 

                                                           
21 Ibid. 
 
22 Muhammad Akib, Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2014), hlm. 215. 
 

23 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press, 2010), hlm. 5 
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Untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti tersebut, penyusun 

menguraikan teknik penelitian yang akan digunakan, yaitu: 

1. Jenis Penelitian dan Metode Penelitian 

a. Jenis penelitian berdasarkan judul dan rumusan masalah ini adalah 

penelitian lapangan (Field Research) yaitu penelitian dapat langsung 

melakukan penelitian melalui wawancara, dan observasi kepada pihak 

yang bersangkutan. Penelitian ini juga bersifat deskriptif analitis, yang 

mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. 

b. Metode Penelitian 

Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis 

empiris yaitu dengan melihat serta melalui wawancara secara langsung 

bagaimana hukum yang terdapat di dalam undang-undang diterapkan di 

masyarakat. 

 

2. Subjek dan Objek Penelitian 

a. Subjek Penelitian 

Subyek atau pihak-pihak yang akan dijadikan sumber data dalam 

penelitian ini yaitu Bidang Pengendalian Operasional dan Bidang Polisi 

Pamong Praja dan  Pembinaan Masyarakat di Dinas Ketertiban Kota 

Yogyakarta sebagai pelaksana Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 18 

Tahun 2012 tentang Pengelolaan Kebersihan. 
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b. Objek Penelitian 

Obyek dalam penelitian ini yaitu bagaimana Pelaksanaan Perda 

No. 18 tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan terhadap pelaku 

tindak pidana vandalisme yang dilakukan oleh anak di bawah umur. 

 

3. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, 

baik melalui wawancara, observasi dengan pihak Kepala Seksi 

Operasional di Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui bahan 

kepustakaan, yang diperoleh dari beberapa literatur seperti dokumen-

dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, hasil-hasil 

penelitian, serta peraturan perundang-undangan. 

Sumber data sekunder yaitu: 

1) Bahan hukum primer 

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan 

perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.24 Bahan 

buku primer, yaitu: 

                                                           
24 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 106. 
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Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 18 Tahun 2002 tentang 

Pengelolaan Kebersihan 

2) Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang 

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer diantaranya 

pendapat-pendapat para ahli dibidangnya, buku-buku dan tulisan-

tulisan alamiah hukum yang terkait dengan obyek penelitian, seperti: 

jurnal, majalah, koran, dan lain-lain. 

3) Bahan hukum tersier 

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan 

mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang 

berasal dari kamus, ensiklopedia, surat kabar dan sebagainya. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam 

penelitian ini meliputi 3 hal, yaitu: 

a. Wawancara 

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal semacam 

percakapan yang bertujuan memperoleh suatu informasi.25 Selama ini 

metode wawancara seringkali dianggap sebagai metode yang paling 

                                                           

25 S. Nasution, Metode Research (Penelitian Ilmiah), (Jakarta:Bumi Aksara, 2006), hlm. 113. 
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efektif dalam pengambilan data primer di lapangan. Dianggap efektif 

oleh karena interviewer dapat bertatap muka langsung dengan responden 

untuk menanyakan perihal pribadi responden, fakta-fakta yang ada dan 

pendapat (opinion) maupun persepsi diri responden dan bahkan saran-

saran responden.26 

b. Observasi 

Observasi merupakan pengamatan mencakup seluruh konteks 

sosial alamiah dari perilaku manusia yang nyata dengan tujuan 

mendapatkan data yang menyeluruh dari perilaku manusia atau 

sekelompok manusia, sebagaimana terjadi di dalam kenyataannya. Hal 

ini memungkinkan peneliti untuk memahami perilaku yang diamati 

dalam prosesnya, serta mendapatkan deskripsi yang relative lengkap 

mengenai kehidupan sosial atau salah satu aspeknya.27 

c. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi dipilih oleh penyusun karena pada teknik ini 

dapat memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau 

dokumen. 

 

 

                                                           
26 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Sinar Grafika: Jakarta, 2002), hlm. 

57. 
 
27 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press, 2010), hlm. 22. 
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5. Metode Analisis Data 

Metode analisis data adalah proses mengolah dengan cara 

mengorganisasikan data dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan 

satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan tafsiran tertentu dari 

susunan itu.28 Dalam menganalisis data yang akan diteliti bersifat deskriptif 

kualitatif, yaitu menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat 

terhadap suatu kasus yang diteliti, pendekatan yang akan dilakukan yaitu 

pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif.29 

 

H. Sistematika Pembahasan 

Untuk memberikan gambaran secara mudah agar lebih terarah dan jelas 

mengenai pembahasan skripsi ini, penyusun menggunakan sistematika dengan 

membagi pembahasan menjadi 5 bab, yaitu sebagai berikut: 

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang berisi uraian tentang 

latarbelakang masalah penelitian  kemudian dibuat menjadi beberapa pokok 

masalah. Tujuan dan kegunaan penelitian berisi tentang tujuan dan kegunaan 

yang akan dicapai dalam penelitian ini. Kerangka teoritik berkaitan dengan 

pemikiran para ahli dalam penelitian ini. Metode penelitian, merupakan tahapan-

                                                           
28 Rusdin Pohan, Metodologi Penelitian Pendidikan, Yogyakarta: Lanarka Publiser, 2007, 

hlm. 93 
 

29 Soerjono Soekanto, “Pengantar Penelitian Hukum”, (Jakarta: UI-Press, 2010), hlm. 32. 
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tahapan yang harus dilakukan dalam penelitian. Sistematika pembahasan, 

berkaitan dengan gambaran bab-bab selanjutnya yang akan dibahas dalam 

penelitian ini. 

Bab kedua, membahas tindak pidana vandalisme dan anak di bawah 

umur yang dibagi menjadi 3 (tiga) sub bab. Pertama tinjauan umum tentang 

tindak pidana yang berisi tentang pengertian tindak pidana, teori pemidanaan, 

jenis-jenis pidana, dan tujuan pemidanaan. Kedua, tindak pidana anak yang 

berisi pengertian anak, kenakalan remaja, faktor kejahatan dan jenis pemidanaan 

anak, dan pertanggungjawaban pidana anak. Ketiga, vandalisme yang berisi 

pengertian, bentuk-bentuk vandalisme, serta perbedaan vandalisme dengan yang 

lain. 

Bab ketiga, berisi tentang deskripsi kota Yogyakarta yaitu sejarah Kota 

Yogyakarta dan Letak Geografis. Gambaran umum Dinas Ketertiban Kota 

Yogyakarta diantaranya Sejarah terbentuknya Dinas Ketertiban Kota 

Yogyakarta, visi dan misi,  tugas pokok fungsi dan struktur organisasi,  serta 

latar belakang penyatuan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) ke dalam Dinas 

Ketertiban Kota Yogyakarta. 

Bab keempat, yaitu tentang penyajian dan analisis data terkait dengan 

tinjauan hukum pidana terhadap tindak pidana vandalisme, dan pelaksanaan 

Perda No. 18 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Kebersihan terhadap tindak 

pidana vandalisme yang dilakukan oleh anak di bawah umur. 
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Bab kelima membahas tentang penutup yang berisi kesimpulan dan 

saran yang ada hubungannya dengan masalah yang telah diteliti. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan mengenai 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 18 Tahun 2012 tentan 

Pengelolaan Kebersihan Terhadap Tindak Pidana Vandalisme Yang 

Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur, penyusun dapat mnyimpulkan 

beberapa hal sebagai berikut: 

1. Sanksi pidana yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-

undangan belum bisa diberlakukan terhadap anak di bawah umur karena 

dalam proses penanganannya belum adanya penyidik khusus anak. 

Sebagai penegak hukum, Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta memberikan 

sanksi sosial terhadap pelaku vandalisme yang dilakukan oleh anak di 

bawah umur, seperti dengan menghapus kembali coretan-coretan yang 

telah diperbuat dengan menggunakan cat. 

2. Pelaksanaan di lapangan dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 

18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan berkaitan dengan tindak 

pidana vandalisme yang dilakukan oleh anak di bawah umur adalah 

kurang sesuai, karena belum adanya Penyidik Anak di dalam Dinas 

Ketertiban Kota Yogyakarta yang menangani secara khusus terhadap anak 
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yang berhadapan dengan hukum agar dapat lebih maksimal dalam 

melaksanakan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 18 Tahun 2002 

tentang Pengelolaan Kebersihan Terhadap Tindak Pidana Vandalisme 

yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur. 

 

B. Saran  

1. Untuk Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta, sebaiknya perlu di adakanya 

penyidik khusus anak, agar lebih maksimal proses penanganan lebih lanjut 

dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 18 Tahun 2002 

tentang Pengelolaan Kebersihan terhadap tindak pidana vandalisme yang 

dilakukan oleh anak di bawah umur. 

2. Untuk warga masyarakat Kota Yogyakarta, setiap pelapor adanya tindak 

pidana vandalisme yang sedang berlangsung, sebaiknya pelaku diamankan 

terlebih dahulu sebelum dilakukannya delik aduan agar pihak Dinas 

Ketertiban Yogyakarta dapat menangkap pelaku dengan bukti yang sah 

setelah delik aduan tersebut diterima. 

Untuk pelaku tindak pidana vandalisme, untuk menciptakan sebuah coretan yang 

memiliki nilai estetika tinggi sebaiknya diwujudkan melalui media yang sesuai yang 

sudah disediakan dan dilegalkan oleh pemerintah. 
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